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Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
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Wajib Belajar
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan Nomor

36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan

dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah,;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan Nomor
75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah:

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun
2008 tentang Penvelenggaraan Pendwdikan;

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun
2008 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Subang sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang
Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang
Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun
2010 tentang Sistem Penvelenggaraan Pendidikan:
Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas

Kabupaten Subang.
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“AS FENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGOARAAN
CKOLAN DASAR (SD) ISLAM PLUS AL MADANI

‘ALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG,
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NOMOR | 421,32/ 4% Disdikbud /2018

TENTANG
KECAMATAN BUBANG

bahwa  pelayanan  pendidikan  sekolah Dusar sangat
diperlukan dalom upaya membantu pertumbuhan dan
perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar
lingkungan keluarga sebelum memasuki  pendidikan
lanjutan di Kabupaten Subang,

bahwa Sekolah Dasar (SD) ISLAM PLUS AL MADANI
yang telah diselenggarakan dan memenuhi persyaratan
vang berlaku,

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b di atas, perlu memberikan izin pendirian
dan penyelenggarnan Sekolah Dasar ISLAM PLUS AL
MADANI Kecamatan Subang yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Subang,

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi Kolusi dan Ne E .

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;,
Pemerintahan  Daerah, sebagaimana telah  diubs
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